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[P

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XxXXxxX,
tempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,
PROVINSI JAMBI, KUALA SIMBUR, MUARA SABAK TIMUR, ,
sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXxXXxXxXx
XXXXX XXXXXX, tempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG
JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI, KUALA SIMBUR, MUARA
SABAK TIMUR, , sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Desember
2024 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari itu juga dengan register perkara
Nomor 331/Pdt.G/2024/PA.MS, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan

pada tanggal 16 September 2010 di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX, XXXXXXXXX

XXXXXXX XXXXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXXX sesuai dengan (Kutipan Akta

Nikah) Nomor; 248/08/X/2010, tanggal 11 Oktober 2010;

. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka dalam usia

20 tahun dan Termohon berstatus Perawan dalam usia 23 tahun;
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. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat
tinggal di rumah kediaman bersama di XXXXX XXXXXX X, XX XXX, XXXX
XXXXX XXXXXK, XXXXXXXXX XXX XXX XKXXX, XXXXXXXXK XXXXXKX XXXXXX
XXXXX, XXXXXXXX XXXXX. selama kurang lebih 8 tahun;

. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon
sudah dikaruniai 2 orang anak;

. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon
awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, kemudian pada bulan
Juni 2017 di mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara
Pemohon dengan Termohon secara terus menerus di sebabkan karena
Termohon di ketahui lebih mementingkan orang tuanya di banding orang
tua Pemohon, kemudian Tergugat tidak jujur kepada Pemohon, dan
kemudian Termohon juga tidak pernah merasa bersyukur;

. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon
dengan Termohon terjadi pada bulan Juni 2018 dimana telah terjadi
pertengkaran yang hebat antara Penggugat dan Tergugat masih dengan
masalah yang sama sehingga Pemohon di usir oleh Termohon untuk
keluar dari rumah tersebut dan kemudian selama itu pula antara
Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan
kewajibannya sebagai suami istri;

. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon tinggal secara terpisah,
dimana Pemohon bertempat kediaman di XXXXX XXXXXX X, XX XXX, XXXX
XXXXX XXXXXK, XXXXXKXXX XXXXX XXX XKKXX, XXKXXXXXK XXXXXKX XXXKXXX
XXXXX, XXXXXXXX XXXXX dan Termohon bertempat tinggal di XXXXX XXXXXX
Xy XX XXX, XXXX XXXXX XXXXXXK, XXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXK, XXXXXXXXX
XXXXXXX XXXXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXXX, dan telah berjalan kurang lebih 6
tahun, selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak lagi
menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya dengan

bermusyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
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. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon merasa
rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi,
dan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul

akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cg. Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2, Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan

talak satu raji terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang

Pengadilan Agama Muara Sabak;

3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;
Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang
menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil/lkuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak
ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Termohon tidak datang menghadap ke
muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, dan tidak pula menyuruh
orang lain untuk menghadap sebagai wakil’kuasa hukumnya meskipun telah
dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam
sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu
halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah
dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang dan tidak
pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya,
sedang tidak ternyata bahwa tidak datangannya itu disebabkan sesuatu
halangan yang sah, oleh karenanya sesuai pasal 148 RBg permohonan
Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Pemohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp253000,00

( dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang hakim tunggal Hakim Pengadilan
Agama Muara Sabak pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1446 Hiiriyah, oleh Rizki Gusfaroza,
S.H.,M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim dan dibantu oleh Sunarti, S.H., M.H

sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim
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Rizki Gusfaroza, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Sunarti, S.H., M.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp.  30.000,00
2. Proses : Rp. 75.000,00
3. Panggilan : Rp. 108.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp.  20.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Meterai : Rp. 10.000.00
Jumlah Rp.  253.000,00

(dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah)
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